


Form 0000
Laporan Profil Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Penilaian Posisi Laporan Penilaian Posisi Sebelumnya

Jenis Risiko
Nilai Posisi 

Tingkat Risiko 
Inheren

Nilai Posisi 
Tingkat Kualitas 

Penerapan 
Manajemen Risiko

Nilai Posisi 
Tingkat Risiko

Nilai Posisi 
Tingkat Risiko 

Inheren 

Nilai Posisi 
Tingkat Kualitas 

Penerapan 
Manajemen Risiko 

Nilai Posisi 
Tingkat Risiko 

Risiko Kredit 4 2 3 4 2 3

Risiko Operasional 2 2 2 2 2 2

Risiko Kepatuhan 1 2 1 1 2 1

Risiko Likuiditas 5 2 3 5 2 3

Risiko Reputasi 0 0 0 0 0 0

Risiko Stratejik 0 0 0 0 0 0

Peringkat Risiko 1 1

Analisis

Pada semester II - 2025 ini BPR Marcorindo Perdana mengelola 4 risiko, antara lain risiko kredit, risiko 
Operasional,risiko Kepatuhan dan risiko Likuiditas. Berdasarkan pertimbangan materialitas dan signifikansi masing-
masing jenis risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan dengan memperhatikan prinsip umum,maka BPR 
Marcorindo Perdana menetapkan profil Risiko berada pada peringkat sedang. Meskipun masih terdapat beberapa 
kelemahan namun tidak signifikan dan akan terus dilakukan perbaikan dan pengawasan secara berkala oleh BPR 
Marcorindo Perdana.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.31.03 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1





Form 0100
Analisis Risiko Kredit

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Parameter Analisis

Tingkat Risiko 3 Hasil penilaian menunjukkan tingkat risiko kredit pada semester II tahun 2025 berada pada 
peringkat sedang,  Kami akan selalu melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkala untuk 
meningkatkan kredit di BPR Marcorindo Perdana.

Tingkat Risiko Inheren 4 Risiko inheren dari risiko kredit tergolong tinggi pada semester ini, hal ini disebabkan tingkat 
pertumbuhan kredit BPR semester II Tahun 2025 sedikit meningkat akan tapi tidak berdampak 
signifikan terhadap BPR Marcorindo Perdana, nasabah bermasalah juga sedikit meningkat dari 
bulan sebelumnya namun sudah bisa diatasi oleh BPR Marcorindo Perdana dan kami akan selalu 
melakukan perbaikan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Serta 
meningkatkan penyaluran kredit keseluruh sektor ekonomi yang dikuasai.

Tingkat KPMR 2 Kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko kredit mendapat peringkat 2 - memadai. Kondisi 
ini dapat digambarkan KPMR untuk risiko kredit memadai, meskipun masih terdapat beberapa 
kelemahan namun tidak signifikan dan akan terus dilakukan perbaikan dan pengawasan secara 
berkala oleh BPR Marcorindo Perdana.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.31.54 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0101
Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Rasio Nilai Keterangan

Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit 4 kemungkinan yang dihadapi BPR Marcorindo Perdana dari komponen aset 
adalah eksposur resiko kredit yang tinggi dan kemungkinan pemberian kredit 
pada aset produktif memiliki skema kredit sebagian besar atau seluruhnyaa 
sederhana dan jenis kredit beragam. Pada 25 debitur besar serta kredit per 
sektor ekonomi juga berasal dari pangsa pasar yang tidak berubah selama 
jangka waktu yang cukup lama dan kredit yang berasal dari 3 sektor terbesar 
tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama

Rasio aset produktif terhadap total aset 101,24 4 kemungkinan yang dihadapi bank dari komponen aset produktif adalah 
memiliki eksposur resiko kredit yang tinggi berarti kemungkinan kerugian 
yang dihadapi bank selama komposit tergolong tinggi selama waktu ini dan 
pada masa yang akan datang

Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif 87,46 3 Kemungkinan yang dihadapi bank dari kredit yang diberikan terhadap aset 
produktif memiliki skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana, 
dan jenis kredit beragam

Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan 34,20 4 25 debitur terbesar berasal dari pangsa pasar yang tidak berubah selama 
jangka waktu yang cukup lama

Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan 81,70 1 Kredit per sektor ekonomi bpr yang berasal dari 3 sektor terbesar tidak 
berubah selama jangka waktu yang sangat lama

Kualitas aset 2 Dalam hal ini BPR Marcorindo Perdana memiliki rasio kualitas aset yang 
rendah sehingga resiko kredit bermasalah tidak menjadi kerugian yang 
disebabkan oleh NPL yang tinggi, namun penurunan kualitas kredit tidak 
signifikan 

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 9,60 2 Dengan rasio kualitas aset mempunyai NPL lebih rendah sehingga resiko 
kredit bermasalah tidak menjadi kerugian yang disebabkan oleh NPL yang 
tinggi.

Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net) 9,20 2 kredit restrukturisasi tidak signifikan, ada penurunan kualitas kredit tetapi 
tidak terlalu signifikan, komponen aset produktif bermasalah sebagian besar 
merupakan penempatan pada bank lain.

Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan 10,98 2 resiko kredit kualitas rendah terhadap aset produktif , bank memberikan 
kredit memiliki kualitas yang baik dimana penurunan kualitas kredit tidak 
signifikan, jumlah kredit lancar menunggak tidak signifikan

Strategi penyediaan dana 4 Pertumbuhan kredit pada semester ini dibawah rata-rata industri sebagian 
besar kredit disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai, dan pada saat 
ini BPR Marcorindo Perdana akan meningkatkan kembali penyaluran kredit 
keseluruh sektor ekonomi yang dikuasai.

Faktor eksternal 2 BPR Marcorindo Perdana terdapat perubahan faktor eksternal, yang 
berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, 
sehingga terjadi tunggakan namun tidak menyebabkan kualitas debitur 
menurun.

Lainnya 2 resiko ini memungkinkan adanya resiko yang tak terduga

Tingkat Risiko Inheren Kredit 4 Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan 
kerugian yang dihadapi BPR Marcorindo Perdana dari risiko kredit tergolong 
tinggi pada semester ini, tetapi BPR Marcorindo Perdana akan terus 
melakukan evaluasi-evaluasi untuk meningkatkan kembali pertumbuhan 
kredit pada BPR Marcorindo Perdana dengan menyalurkan sebagian besar 
ke sektor ekonomi yang dikuasai

Tanggal Cetak 05/02/2026 14.32.13 WIB 1Dicetak Oleh trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0102
Kertas Kerja KPMR Kredit

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Keterangan

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris 2 Dewan komisaris dan Direksi BPR Marcorindo Perdana telah berusaha meningkatkan 
pengawasan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit yang telah disusun serta melakukan 
evaluasi secara berkala bila terdapat perubahan kebijakan

Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap 
kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan 
melakukan evaluasi secara berkala?

2 Dewan komisaris telah memberikan persetujuan dan telah melakukan evaluasi secara berkala 
paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu dalam hal ter dapat perubahan 
terhadap kebijakan manajemen risiko kredit yang di susun oleh Direksi BPR.

Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap 
pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko 
kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?

2 Dewan komisaris  telah melakukan evaluasi secara berkala setiap semester atau lebih 
berdasarkan laporan yang disampaikan direksi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen 
risiko BPR

Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, 
melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara 
berkala?

2 Direksi telah menyusun dan menjalankan serta telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan 
manajemen risiko kredit dalam hal tedapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan 
secara konsisten

Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi 
kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi 
BPR?

2 Direksi telah mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, 
mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit  tetapi tidak seluruh jenjang organisasi 
BPR mampu memahami Kebijakan tersebut namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan

Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi 
kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?

2 BPR telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan 
wewenangnya sesuai dengan pedoman yang di tetapkan namun tidak lengkap dan terdapat 
rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik

Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam 
rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?

2 Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM terdapat upaya peningkatan kompetensi 
SDM secara konsisten

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit 2 BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit terdapat kesesuaian kecakupan SDM 
dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit. BPR juga telah melaksanakan prosedur 
prosedur yang di tetapkan oleh direksi BPR maupun ketentuan peraturan dari Otoritas Jasa 
Keuangan 

Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang 
memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha 
dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?

2 BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit terdapat kesesuaian kecakupan SDM 
dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit

Apakah BPR: 
- Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit 
yang ditetapkan oleh Direksi; 
- Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit 
risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 
- Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko 
kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?

2 Dewan komisaris dan Direksi BPR Marcorindo Perdana telah berusaha meningkatkan 
pengawasan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit yang telah disusun serta melakukan 
evaluasi secara berkala bila terdapat perubahan kebijakan

Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk 
dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan 
mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?

2 BPR memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan atau pelaksaaan 
aktivitas baru. Penerapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada

Kecukupan Proses dan Sistem 2 BPR telah melaksanakan serta menerapan proses manajemen risiko kredit meliputi 
indetifikasi,pengukuran,pemantauan dan pengendalian risko kredit. Sistem informasi manajemen 
risiko BPR cukup lengkap,akurat dan mendukung Direksi dalam mengambil keputusan pelaporan 
kepada Direksi dilakukan secara berkala

Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang 
melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?

2 BPR melaksanakan proses manajemen risiko kredit meliputi 
indentifikasi,pengukuran,pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Paling sedit mencakup 
kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil arus kas dan dokumen lain yang 
digunakan untuk menganalisa kondisi dan kredibilitas debitur. dan penerapan manajemen risiko 
kredit dilakukan secara memadai dan cukup konsisten

Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang 
mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta 
telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?

2 BPR memiliki sistem informasi manajemen risiko data pada sistem cukup lengkap,akurat dan 
mendukung Direksi dalam mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen risiko cukup 
mendukung pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh 2 Pengendalian yang menyeluruhan telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun hasil dari 
temuan audit tidak semua ditindaklanjuti, untuk itu perlu adanya kembali evaluasi terhadap 
sumber daya manusia yang ada di BPR

Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap 
penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit 
intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

2 PEAI telah melaksanakan audit intern dan melaksanakan penerapan kebijakan prosedur 
manajemen risiko kredit, merekomendasikan dan melaporkan hasil audit kepada direktur utama. 
Namun Hasil temuan audit yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun 
tidak menimbulkan dampak yang signifikan

Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan 
oleh seluruh jenjang organisasi BPR?

2 Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko 
kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan 
kebijakan dan prosedur dan tidak berdampak signifikan

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.32.28 WIB trulyaktina@gmail.com dari 2
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Nama Komponen Nilai Keterangan

Tingkat KPMR 2 KPMR untuk risiko kredit sangat memadai, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan namun 
tidak signifikan dan BPR akan terus melakukan perbaikan dan pengawasan secara berkala. Agar 
terciptanya kinerja yang lebih baik untuk sekarang dan masa yang akan datang.

2Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.32.28 WIB trulyaktina@gmail.com dari 2
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Analisis Risiko Operasional

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana
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Rutin

Nama Komponen Nilai Parameter Analisis

Tingkat Risiko 2 Hasil penilaian menunjukkan tingkat risiko operasional pada semester II tahun 2025 berada pada 
kondisi rendah masih sama dengan periode sebelumnya.

Tingkat Risiko Inheren 2 Risiko inheren dari risiko operasional tergolong memadai, hal ini disebabkan: Dengan 
mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi 
BPR dari risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang 
akan datang. Namun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis BPR dan 
akan terus meningkatkan kembali kinerja pada seluruh level organisasi.

Tingkat KPMR 2 Kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko operasional mendapat peringkat 2 - memadai. 
Kondisi ini dapat digambarkan Kualitas penerapan manajemen risiko BPR pada saat ini sudah 
memadai namun ada beberapa kualitas yang perlu ditingkatkan kembali oleh BPR

Dicetak Oleh trulyaktina@gmail.comTanggal Cetak 05/02/2026 14.32.47 WIB 11 dari
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Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional
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Rutin

Nama Komponen Nilai Keterangan

Kompleksitas bisnis dan kelembagaan 2 mempertimbangkan aktivitas bisnis BPR, kerugian yang dihadapi BPR dari risiko operasional 
tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Tetapi kami masih 
akan melakukan perbaikan perbaikan 

Skala usaha dan struktur organisasi 3 Saat ini struktur organisasi BPR Marcorindo Perdana terdapat ketidaklengkapan struktur 
organisasi

Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang 2 BPR Marcorindo Perdana saat ini memiliki 1 kantor cabang, lokasi kantor cabang dapat dengan 
mudah di akses yaitu di Ciledug Kota Tangerang berbatasan langsung dengan provinsi letak 
kantor pusat

Keberagaman produk dan/atau jasa 1 pada saat ini BPR Marcorindo Perdana memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha 
utama 

Tindakan korporasi 4 BPR saat ini dalam keadaan sehat dan sedang dalam proses penggabungan, proses 
pengambilalihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan.

Sumber daya manusia (SDM) 2 saat ini kuantitas SDM dan kualitas BPR cukup memadai walapun masih terdapat jabatan kosong 
dan rangkap jabatan, kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi maka 
kami meminimalisir terjadinya human error pada BPR.

Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM 2 Kualitas dan kuantitas SDM BPR Marcorindo Perdana memadai

Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error) 1 Tidak terjadi human error pada BPR Marcorindo Perdana

Penyelenggaraan teknologi informasi (TI) 2 Pada saat ini TI BPR Marcorindo Perdana sebagian besar sesuai dengan ketentuan SPTI dan 
tidak sedang proses perubahan mendasar penyelenggaraan TI

Pilar penyimpangan (Fraud) 1 BPR Marcorindo Perdana tidak terindikasi penyimpangan atau fraud

Faktor eksternal 2 Faktor Eksternal Tidak berdampak finansial bagi BPR Marcorindo Perdana.

Lainnya 1 Tidak terdapat faktor lainnya

Tingkat Risiko Inheren Operasional 2 Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR Marcorindo Perdana, 
kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari risiko operasional tergolong Rendah selama 
periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Namun hal ini tidak berdampak signifikan 
terhadap kelangsungan bisnis BPR dan akan terus meningkatkan kembali kinerja pada seluruh 
level organisasi.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.33.33 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1
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Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris 2 Dewan direksi dan dewan komisaris BPR Marcorindo Perdana telah melakukan evaluasi secara 
berkala terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang berlaku di BPR dan sesuai 
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan 
manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan 
evaluasi secara berkala?

2 Dewan Komisaris BPR Marcorindo Perdana telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan 
manajemen risiko operasional, dewan komisaris BPR juga telah melakukan evaluasi dan evaluasi 
dilakukan secara berkala paling sedikit satu tahun atau sewaktu waktu dalam hal perubahan 
sesuai kebutuhan penyesuaian kebijakan

Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap 
pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko 
operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi
dimaksud?

2 Dewan Komisaris BPR telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko 
operasional oleh direksi. Evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan laporan yang 
disampaikan direksi dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut

Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko 
operasional,melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian 
secara berkala?

2 Direksi BPR telah menyusun dan menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional dalam 
perubahan peraturan perundang undangan terbaru dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko 
dewan komisaris

Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan 
komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh 
jenjang organisasi BPR?

2 Direksi BPR mengambil dan mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko operasional namun 
tidak seluruh organisasi mampu memahami kebijakan tersebut tetapi tidak menimbulkan dampak 

Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi 
operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?

2 BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi 
manajemen risiko operasional dan menjalankan tugas serta wewenangnya sesuai pedoman yang 
ada

Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam 
rangka penerapan manajemen risiko operasional?

2 Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dan berupaya meningkatkan kompetensi 
SDM secara konsisten

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit 2 BPR Marcorindo Perdana telah memenuhi kebijakan, prosedur dan limit manajemen risiko 
operasional yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagai penunjang aktivitas 
BPR

Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang 
memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha 
dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional sesuai dengan 
visi, misi, skala usaha serta kecukupan SDM 

Apakah BPR: 
- Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko 
operasional yang ditetapkan oleh Direksi; 
- Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit 
risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 
- Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko 
operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki prosedur dan melaksanakan prosedur manajemen risiko 
operasional yang telah ditetapkan oleh direksi setiap aktivitas fungsional, evaluasi pengkinian 
prosedur dilakukan secara konsisten dan berkala sesuai ketentuan yang ada

Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk 
dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan 
mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal 
terdapat penerbitan produk atau pelaksanan aktivitas baru dan sesuai dengan kebijakan serta 
ketentuan yang ada

Kecukupan Proses dan Sistem 2 Kecukupan proses dan sistem informasi BPR Marcorindo Perdana telah memadai, namun 
memerlukan perawatan secara berkala dan pembaharuan apabila terdapat update guna 
mendukung jalannya manajemen risiko operasional BPR.

Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional 
yang melekat pada kegiatan usaha BPR?

2 BPR Marcorindo Perdana telah melaksanakan dan menerapkan proses manajemen risiko 
operasional meliputi indentifikasi,pemantauan,pengendalian risiko operasional terhadap seluruh 
kegiatan dan penerapannya pun dilakukan cukup konsisten

Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang 
mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional 
serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang cukup lengkap 
akurat, kini, dan utuh. Mendukung pembuatan laporan kepada direksi Sistem informasi ini 
mendukung direksi dalam pengambilan keputusan. 

Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI? 1 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI telah 
menjalankan operasional sesuai kebijakan prosedur dan telah memiliki aspek pengamanan TI 
sesuai dengan ketentuan OJK

Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian 
eksternal?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki antara lain rekam cadangan,sumber listrik cadangan, 
BPR juga memiliki rencana pemulihan bencana dan uji coba sudah dilakukan namun masih 
terdapat kekurangan

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh 2 SKAI atau PEAI telah melakukan pemeriksaan pada penerapan manajemen risiko operasional 
secara berkala, namun tindaklanjut sumber daya manusia BPR terhadap hasil audit masih perlu 
ditingkatkan.

Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala 
terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan 
hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

2 SKAI atau PE Audit Internal telah melaksanakan Audit terhadap penerapan manajemen risiko 
operasional memberikan rekomendasi dan melaporkan hasilnya kepada direktur utama sesuai 
dengan ketentuan yang ada. Hasil temuan sudah ditindaklanjuti
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Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah 
dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?

2 Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko 
operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern, namun tidak sepenuhnya 
memperhatikan kebijakan tersebut. Tetapi dari masing masing organisasi BPR jelas wewenang 
dan tanggung jawabnya

Tingkat KPMR 2 KPMR risiko operasional sudah memadai namun secara keseluruhan masih ada beberapa hal 
yang perlu ditingkatkan kembali oleh BPR.
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Tingkat Risiko 1 Hasil penilaian menunjukkan tingkat risiko kepatuhan pada semester sebelumnya dan semester II 
tahun 2025 ini berada pada peringkat yaitu sangat rendah.

Tingkat Risiko Inheren 1 Risiko inheren dari risiko kepatuhan tergolong sangat Rendah, hal ini disebabkan: BPR akan 
selalu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang menyebabkan gugatan gugatan yang dapat 
merugikan BPR

Tingkat KPMR 2 Kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko kepatuhan mendapat peringkat 1 pada  tahun ini 
- Sangat rendah. Kondisi ini dapat digambarkan Direksi dan dewan  komisaris BPR Marcorindo 
Perdana memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko 
kepatuhan, budaya manajemen risiko kepatuhan memadai dan telah diinternalisasikan dengan 
baik pada seluruh level organisasi. Namun masih perlu beberapa perbaikan dan evaluasi secara 
berkelanjutan.
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Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lain

1 BPR Marcorindo Perdana tidak terdapat pelanggaran terhadap perundangan undangan, BPR 
telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku semua sudah sesuai 
ketentuan yang telah di terapkan

Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan 1 BPR Marcorindo Perdana tidak terdapat pelanggaran terhadap perundangan undangan, BPR 
telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku

Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran 1 Perjanjian kredit BPR Marcorindo Perdana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di BPR

Faktor kelemahan aspek hukum 1 Perjanjian Kredit BPR Marcorindo Perdana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, ada 
gugatan tetapi tidak mempengaruhi dan tidak terdapat kerugian

Kelemahan dalam perikatan 1 Perjanjian kredit BPR Marcorindo Perdana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di BPR

Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR 
akibat gugatan

1 tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR Marcorindo 
Perdana akibat gugatan

Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap

1 tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR Marcorindo 
Perdana akibat gugatan

Lainnya 1 Tidak ada

Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan 1 BPR Marcorindo Perdana akan selalu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang menyebabkan 
gugatan gugatan yang dapat merugikan BPR
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Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris 2 Dewan direksi dan dewan komisaris BPR Marcorindo Perdana memiliki kesadaran dan 
pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan

Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan 
manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan 
evaluasi secara berkala?

2 Dewan komisaris telah memberikan persetujuan dan telah melakukan evaluasi terhadap 
kebijakan manajemen risiko kepatuhan, evaluasi dilakukan oleh secara berkala atau sewaktu 
waktu jika terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan

Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap 
pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko 
kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi 
dimaksud?

2 Ya, dewan komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan direksi atas pelaksanaan kebijakan 
manajemen risiko kepatuhan dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode

Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, 
melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara 
berkala?

2 ya, direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara konsisten dan 
dilaporkan kepada dewan komisaris

Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan 
komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh 
jenjang organisasi BPR?

2 Ya, Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan serta mengomunikasikan 
kebijakan tersebut namun tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami. Dan tidak 
berdampak signifikan

Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi 
kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?

2 BPR telah memiliki satuan kerja atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, dan 
melaksanakan tugas, wewenangnya sebagai pedoman yang telah ditetapkan.

Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam 
rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?

2 Ya, Direksi berupaya meningkatkan kompetensi SDM dan pemenuhan standar kinerja pada unit 
yang menjalankannya sesuai dengan tugas dan wewenang

Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung 
terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward 
and punishment bagi internal BPR?

2 Ya, Direksi telah menyusun kebijakan internal untuk terselenggaranya fungsi kepatuhan 

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit 2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki sejumlah kebijakan tentang manajemen risiko kepatuhan 
dengan mempertimbangkan visi dan misi namun masih perlu adanya  evaluasi kembali secara 
berkala

Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang 
memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha 
dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?

2 Kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan BPR Marcorindo Perdana sudah dimiliki namun masih 
belum maksimal untuk penerapannya

Apakah BPR: 
- Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko 
kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; 
- Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit 
risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 
- Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko 
kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan 
limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh direksi, BPR telah melaksanakan prosedur 
manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan untuk seluruh aktivitas, namun 
evaluasi belum sepenuhnya terlaksana

Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk 
dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan 
mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki dan telah menerapkan kebijakan dan prosedur 
penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan

Kecukupan Proses dan Sistem 2 Kecukupan proses dan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan telah memadai dan akan 
terus ditingkatkan kembali oleh BPR Marcorindo Perdana

Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang 
melekat pada kegiatan usaha BPR?

2 Penerapan proses manajemen risiko kepatuhan telah dilakukan dengan memadai dan cukup 
konsisten

Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang 
mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan 
serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?

2 BPR Marcorindo Perdana telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mecerminkan 
risiko kepatuhan

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh 2 Pengendalian intern BPR Marcorindo Perdana telah memadai namun masih harus ditingkatkan 
kembali dan dilakukan evaluasi secara berkala

Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap 
penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit 
intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

2 SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala, memberikan rekomendasi dan 
melaporkan hasil audit kepada direktur utama

Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah 
dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?

2 Seluruh jenjang organisasi BPR Marcorindo Perdana yang berkaitan dengan aktivitas yang 
memiliki eksposur risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern

Tingkat KPMR 2 Direksi dan Dewan  Komisaris BPR Marcorindo Perdana memiliki kesadaran dan pemahaman 
yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, budaya manajemen risiko 
kepatuhan memadai dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 
Namun masih perlu beberapa perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan.
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Tingkat Risiko 3 Hasil penilaian menunjukkan tingkat risiko likuditas pada semester II tahun 2025 berada pada 
peringat 3 sedang dari peringkat sebelumnya,namun BPR saat ini masih memadai untuk menutup 
kewajiban lancar dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis. Arus kas yang 
berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik. 
dibuktikan dengan reputasi BPR baik.   

Tingkat Risiko Inheren 5 Risiko inheren dari risiko likuiditas tergolong Tinggi, hal ini disebabkan:LDR lebih tinggi dari 90% 
dan kredit berkualitas tidak baik sangat signifikan, namun masih memadai untuk menutup 
kewajiban lancar dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis

Tingkat KPMR 2 Kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko likuiditas mendapat peringkat 2 - memadai. 
Kondisi ini dapat digambarkan arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup 
pada mayoritas skala waktu dengan baik
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Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban 5 Tingkat risiko Likuiditas BPR saat ini memiliki angka 5 risiko sangat tinggi, 
Komposisi 25 Deposan dan penabung terbesar di BPR sebagian besar 
merupakan nasabah lama dan baru. BPR saat ini masih mampu memadai 
untuk menutup kewajiban lancar dan kebutuhan arus kas pada kondisi 
normal 

Rasio aset likuid terhadap total aset 9,00 2 Komposisi aset likuid BPR marcorindo Perdana lebih rendah dari 15% 
terhadap total aset. Namun masih memadai untuk menutup kewajiban

Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar 20,61 1 Aset likuid BPR Marcorindo Perdana lebih dari 20% terhadap kewajiban 
lancar, namun masih cukup memadai untuk menutup kewajiban lancar

Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank 
(Loan to Deposit Ratio/LDR)

205,39 5 LDR lebih tinggi dari 90% dan kredit berkualitas tidak baik dan sangat 
signifikan yaitu BPR Marcorindo Perdana mempunyai NPL Net lebih dari 7%

Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga 90,51 3 25 Deposan dan Penabung terbesar di BPR sebagian besar merupakan 
nasabah lama dan baru, BPR Memaintenance nasabah-nasabah lama

Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan 26,39 2 Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan 
terhadap total pendanaan dan masih dapat dikelola BPR

Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber 
pendanaan

2 BPR Marcorindo Perdana Saat ini mampu memenuhi kebutuhan pendanaan 
serta kewajiban pada situasi normal maupun krisis, dibuktikan dengan 
reputasi BPR baik NPL Rendah dan pinjaman bank yang sewaktu waktu 
dapat ditarik memadai serta terdapat dukungan likuiditas dari pemegang 
saham BPR.

Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, 
dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan

2 BPR saat ini mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada 
kondisi normal maupun krisis, arus Kas yang berasal dari aset dan kewajiban 
dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik

Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki 
komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.

2 Akses BPR saat ini pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan 
reputasi BPR baik, Pinjaman bank sewaktu-waktu dapat ditarik memadai dan 
terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari pemegang saham BPR 

Lainnya 2 BPR Marcorindo Perdana Saat ini mampu memenuhi kebutuhan pendanaan 
serta kewajiban pada situasi normal maupun krisis, dibuktikan dengan 
reputasi BPR baik NPL Rendah dan pinjaman bank yang sewaktu waktu 
dapat ditarik memadai serta terdapat dukungan likuiditas dari pemegang 
saham BPR.

Tingkat Risiko Inheren Likuiditas 5 Rekapitulasi penilaian tingkat risiko inheren Likuiditas BPR Marcorindo 
Perdana tinggi, dikarenakan LDR lebih tinggi dari 90% dan kredit berkualitas 
tidak baik sangat signifikan, namun BPR Marcorindo Perdana  saat ini masih 
mampu memadai untuk menutup kewajiban lancar dan kebutuhan arus kas 
pada kondisi normal maupun krisis. Arus kas yang berasal dari aset dan 
kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik 
dibuktikan dengan Reputasi BPR baik dan NPL rendah. dan BPR Marcorindo 
Perdana akan lebih baik lagi di masa sekarang maupun kedepannya
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Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris 2 Direksi BPR menyusun kebijakan manajemen risiko Likuiditas dan melaksanakan secara 
konsisten dan Dewan komisaris BPR akan memberikan persetujuan dan evaluasi secara berkala 
terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas

Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan 
manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan 
evaluasi secara berkala?

2 Dewan komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang 
kan disusun oleh Direksi dan melakuan evaluasi secara berkala

Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap 
pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko 
likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi 
dimaksud?

2 Dewan komisaris melakukan evaluasi terhadap pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan 
kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas 

Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, 
melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara 
berkala?

2 Direksi menyusun kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan melaksanakan secara konsisten 
dan melakukan secara berkala

Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan 
komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang 
organisasi BPR?

2 Ya, Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 
mitigasi Risiko Likuiditas

Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi 
likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?

2 BPR memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen 
risiko likuiditas

Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam 
rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?

2 Ya, Direksi menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko 
Likuiditas

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit 2 BPR akan menyusun kebijakan dan prosedur manajemen Risko Likuiditas yang memadai dengan 
mencakup penilaian kondisi pasar

Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang 
memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan 
risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber 
pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, 
skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?

2 BPR saat ini sedang menyusun kebijakan manajemen Risiko Likuiditas yang memadai dengan 
mencakup penilaian kondisi pasar,penanganan permasalahan Risiko konsentrasi 
likuiditas,pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu dengan 
mempertimbangkan Visi, Misi Skala Usaha BPR

Apakah BPR:
- Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko 
likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi;
- Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit 
Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 
- Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko 
likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?

2 Direksi BPR sudah menyusun prosedur Manajemen Risiko Likuiditas dan penetapan limit Risiko 
Likuiditas 

Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk 
dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan 
mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?

2 BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru 
yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko

Kecukupan Proses dan Sistem 2 BPR melaksanakan dan memiliki informasi proses manajemen Risiko Likuiditas yang melekat 
pada kegiatan usaha, yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risko 
likuiditas

Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang 
melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?

2 BPR melaksanakan proses manajemen Risiko Likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha

Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang 
mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas 
serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?

2 BPR memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan 
keputusan terkait risiko likuiditas

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh 2 SKAI atau PEAI akan melaksanakan audit terhadap penerapan manajemen risko Likuiditas BPR, 
dan sistem pengendalian intern BPR akan memastikan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang 
organisasi BPR

Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap 
penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit 
intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?

2 SKAI atau PEAI akan melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko 
Likuiditas

Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah 
dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?

2 Sistem pengendalian Intern BPR terhadap risiko likuiditas akan dilaksanakan oleh jenjang 
organisasi

Tingkat KPMR 2 Risiko Likuiditas BPR cukup memadai, Direksi BPR akan menyusun kebijakan manajemen risiko 
Likuiditas dan melaksanakan secara konsisten dan Dewan komisaris BPR akan memberikan 
persetujuan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas. dan 
BPR akan memastikan sistem pengendalian intern terhadap Risiko Likuiditas terlaksana oleh 
seluruh jenjang organisasi BPR

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.35.28 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0500
Analisis Risiko Reputasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Parameter Analisis

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.35.46 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0501
Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Parameter Keterangan

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.36.04 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0502
Kertas Kerja KPMR Reputasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Keterangan

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.36.27 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0600
Analisis Risiko Stratejik

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Parameter Analisis

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.36.53 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0601
Kertas Kerja Risiko Inheren Stratejik

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Parameter Keterangan

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.37.04 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0602
Kertas Kerja KPMR Stratejik

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Komponen Nilai Keterangan

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.37.17 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 0700
Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Faktor Penilaian Penilaian Posisi Laporan Penilaian Posisi Sebelumnya

Rasio (%) Peringkat Bobot (%) Nilai Faktor Rasio (%) Peringkat Bobot (%) Nilai Faktor

Profil Risiko 1 25,00 0,25 1 25,00 0,25

Tata Kelola 2 30,00 0,60 2 30,00 0,60

Rentabilitas 1 15,00 0,15 2 15,00 0,30

ROA 1,70 2 -0,69 5

BOPO 93,86 3 102,86 5

NIM 16,23 1 15,58 1

Permodalan 1 30,00 0,30 1 30,00 0,30

KPMM 69,67 1 62,67 1

Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto 312,32 1 336,43 1

Nilai Komposit 1,30 1,45

Peringkat Komposit (Formula) 1,00 1,00

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Kondisi BPR secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari 
perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil 
risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik 
dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifkan.

Analisis Profil Risiko

Profil Resiko BPR menunjukan tingkat risiko kredit pada semester II akhir Desember 2025 berada pada peringkat 
1.30 dan masih sama seperti periode tahun sebelumnya. BPR memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Dengan 
mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan tidak mencapai target karena rata rata 
tingkat risiko inheren dari risiko kredit tergolong selama periode waktu tertentu dan masa yang akan datang. 2. Rata 
rata tingkat KPMR memadai, kondisi ini dapat digambarkan KPMR untuk risiko kredit memadai, meskipun masih 
terdapat beberapa kelemahan namun tidak signifikan dan akan terus dilakukan perbaikan dan pengawasan secara 
berkala oleh BPR.

Analisis Tata Kelola

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola dengan baik.  Hal ini tercermin dari pemenuhan yang 
memadai atas prinsip tata kelola dalam hal terdapat kelemahan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan 
tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR dan BPR Berkomitmen 
untuk meningkatkan penerapan tata kelola dengan baik dengan tujuan pelaksanaan GCG di BPR yaitu 
meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan Visi Misi dan 
rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR. Menjaga agar kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan 
Internal dan Eksternal BPR, serta perundang undangan yang berlaku. Meningkatkan pertanggung jawaban dan 
memberikan nilai tambah BPR kepada pemilik BPR, memperbaiki budaya kerja BPR, mengelola sumber daya BPR 
secara lebih amanah. Memberikan kepuasan penggunaan jasa perbankkan dan didukung oleh sumber daya 
manusia yang kompeten dan jujur serta didukung oleh teknologi informasi yang handal dalam melaksanakan 
management risiko dan good corporate govermance (GCG), mendorong dan mendukung perkembangan bank 
dalam segala aspek sesuai dengan perundang undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.37.38 WIB trulyaktina@gmail.com dari 2



Form 0700
Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Analisis Rentabilitas

BPR memiliki rentabilitas yang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi 
tersebut pada masa datang sehingga sangat mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha BPR. 
Kondisi BPR sesuai dengan hal hal sebagai berikut : 1. Kinerja BPR dalam menghasilkan laba atau rentabilitas 
memadai. 2. Sumber utama rentabilitas berasal dari non core earnings. 3. Komponen yang mendukung core 
earning cukup stabil. 4. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa datang 
baik dan dapat berpengaruh positif terhadap permodalan BPR dan kemampuan laba dalam meningkatkan 
permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.

Analisis Permodalan

BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai 
dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas 
usaha BPR. BPR telah memenuhi peringkat 1.30 sebagai berikut : a. BPR memiliki tingkat permodalan yang cukup 
memadai dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi. 2. Kualitas komponen permodalan pada 
umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian. 3. BPR telah melakukan  stress 
testing dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai. 4. BPR memiliki 
manajemen permodalan yang cukup baik dan memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik. 5. BPR 
memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha. 6. BPR secara umum sehat 
sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 
eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, 
rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi interal maupun 
eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifkan.

2Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.37.38 WIB trulyaktina@gmail.com dari 2



Form 1000
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Faktor Nilai

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham 3

Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi 2

Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan 
Komisaris

2

Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan 2

Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan 2

Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern 2

Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern 1

Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk 
sistem pengendalian intern

2

Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit 2

Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi 2

Faktor 12: Rencana bisnis 2

Nilai Komposit 2

Peringkat Komposit Baik

Kesimpulan Akhir Penerapan tata kelola sangatlah 
penting  bagi Perusahaan karena 
diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan yang baik dan 
menjaga keberlanjutan perusahaan 

dalam jangka waktu panjang. Dengan 
menerapkan prisnip-prinsip Good 
Corporate Governance  (GCG) di 

setiap kegiatan atau operasional maka 
perusahaan dapat bertahan dalam 

menghadapi persaingan yang 
semakin ketat dan diharapkan dapat 
menjadi sarana untuk mencapai visi 

dan misi perusahaan. 
Pengimplementasian Good Corporate 

Governance  (GCG) didalam 
perusahaan juga dapat mempengaruhi 

banyak faktor yaitu seperti budaya 
kerja yang baik, mematuhi peraturan-

peraturan yang berlaku didalam 
perusahaan, meningkatkan 

kepercayaan terhadap masyarakat, 
meningkatkan kesejahteraan 

karyawan serta dapat meningkatkan 
daya saing dan kemampuan 

perusahaan.

Faktor Positif Nilai perusahaan di mata calon debitur 
akan meningkat sebagai akibat dari 
meningkatnya kepercayaan mereka 

kepada pengelolaan perusahaan 
tempat mereka berinvestasi.

Faktor Negatif Mengubah budaya organisasi yang 
kurang mendukung prinsip-prinsip 

GCG, seperti kurangnya transparansi, 
resistensi terhadap perubahan, dan 

kurangnya pemahaman akan manfaat 
jangka panjang dari penerapan GCG.

1 dari 105/02/2026 14.37.53 WIBTanggal Cetak Dicetak Oleh trulyaktina@gmail.com



Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Bahwa selusuh pemegang saham memenuhi semua persyaratan dan 
terdapat pada Akta No.06 Tanggal 05 Mei 2016

Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Direksi selalu mengambil keputusan berdasarkan dengan RUPS

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misi dalam pendirian 
BPR kepada Direksi - Dewan Kimisaris

Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris Pemegang saham telah melakukan pemantauan melalui laporan berkala 
mengenai hasil pengawasan

Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan 
pengembangan lain

Pemegang Saham sudah melakukan  perencanaan permodalan /mendukung 
pengembangan lain.

Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, 
mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, 
atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Pemegang Saham tidak pernah melakukan benturan kepentingan, antara lain 
tidak pernah mendapatkan suku bunga kredit lebih rendah, suku bunga 
deposito lebih tinggi dari pada yang diberikan ke masyarakat.

Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan 
Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham

Pengambilan keputusan selalu melalui RUPS

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi Semua pemegang saham sepakat atas pelaksanaaan aksi korporasi

Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan 
atau rencana dukungan lainnya

Perkembangan kinerja BPR selalu sejalan dengan yang sudah direncanakan

Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau 
kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi 
dan/atau Dewan Komisaris

Pemegang Saham tidak pernah melakukan benturan kepentingan, antara lain 
tidak pernah mendapatkan suku bunga kredit lebih rendah, suku bunga 
deposito lebih tinggi dari pada yang diberikan ke masyarakat.

Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang 
sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal 
dan internal

Tidak berpengaruh dengan BMPK atas pembagian laba kepada pemegang 
saham.

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif BPR telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Faktor Negatif Tidak Ada

B. Proses (P)

Faktor Positif pemegang saham dapat mengkomunikasikan dan melakukan pemantauan secara berkala.

Faktor Negatif Tidak Ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif perkembangan kinerja BPR berjalan dengan baik

Faktor Negatif Tidak Ada

Nilai Faktor 3

1Tanggal Cetak 05/02/2026 14.38.14 WIB dari 1Dicetak Oleh trulyaktina@gmail.com



Form 1002
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak 
sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Bpr telah memiliki 2 direksi sesuai dengan peraturan OJK  dan salah satunya 
telah ditetapkan sebagai direktur yang membawahi fungsi  kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Semua direksi berdomisili di wilayah provinsi dekat dengan kantor pusat 
berada.

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain 
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk semua anggota direksi tidak merangkap jabatan lain selain di bpr 
bersangkutan.

Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan 
kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Anggota direksi telah memenuhi peryaratan sebagaimana yang diatur oleh 
Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan 
Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi

Direksi belum sepenuhnya memenuhi sdm yang tersedia.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:
a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan
c. prosedur pengambilan keputusan Direksi

Direksi sudah memiliki pedomannya untuk diterapkan.

Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan tersebut.

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan 
kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Direksi BPR tidak menggunakan penasihat perorangan atau/dan penyedia 
jasa profesional sebagai konsultan.

Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan 
kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, 
pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan 
ketentuan

Seluruh Anggota Direksi BPR telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan 
sehingga dapat bertanggung jawab terhadap pengelolan BPR sesuai 
ketentuan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara 
independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang 
Direksi

Direksi BPR melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen 
dan tidak memberikan kuasa umum kepada siapa pun yang dapat 
mengakibatkan peralihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi Direksi BPR telah melakukan penerapan prinsip tata kelola, manajemen 
risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap 
undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa 
Keuangan dan/atau otoritas lain

Direksi BPR menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat 
Eksekutif sebagai Audit Intern,auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan dan/atau dari hasil pengawasan otoritas lainnya.

Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak 
memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan 
Komisaris

Direksi BPR menyediakan data informasi secara lengkap,akurat, terkini dan 
tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib yang 
berlaku.

Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan 
Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 
secara musyawarah mufakat dengan suara terbanyak.

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan 
atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain 
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,keluarga dan/atau 
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan 
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Direksi BPR selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan 
perkembangan terkini di bidang keuangan/lainnya yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan seluruh karyawan diikut 
sertakan dalam pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu 
dengan cara mengikuti pelatihan.

Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat 
memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan 
media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai

Direksi telah menginfokan ke seluruh pegawai mengenai kebijakan BPR yang 
mempengaruhi hak & kewajiban dalam rangka pencapaian visi misi BPR.

Direksi mengungkapkan:
a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan
b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S

Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham dan hubungan keuangan 
kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan kepada 
pemegang saham BPR

Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang 
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi BPR selalu bertanggung jawab menjaga integritas dan laporan 
keuangan untuk tetap baik

Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten Direksi telah mengevaluasi secara konsisten.

1Dicetak Oleh trulyaktina@gmail.com dari 2Tanggal Cetak 05/02/2026 14.38.31 WIB



Form 1002
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Direksi telah mengevaluasi secara berkala.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada 
pemegang saham melalui RUPS

Direksi BPR mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
pemegang saham melalui RUPS.

Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi 
BPR

Pegawai diikutsertakan dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk 
mencapai visi dan misi BPR.

Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi Ya semua direksi memiliki tanggung jawab dalam setiap keputusan

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada 
seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan 
dengan baik.

Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan 
peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan 
peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan 
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders

Terdapat peningkatan kinerja seluruh Anggota Direksi dan seluruh pegawai 
dalam penyelesaian masalah dan pencapaian hasil.

Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Direksi BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada pihak-
pihak yang diatur didalam Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif Direksi yang ada di BPR sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif Direksi telah menginfokan ke seluruh pegawai mengenai kebijakan BPR yang mempengaruhi hak & kewajiban dalam rangka pencapaian 
visi misi BPR.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif Direksi akan melaporakan laporan-laporan sesusai ketentuan yang berlaku.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

2Dicetak Oleh trulyaktina@gmail.com dari 2Tanggal Cetak 05/02/2026 14.38.31 WIB



Form 1003
Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah anggota komisaris BPR sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, 1. 
Komisaris Utama dan 1 Komisaris Independen.

Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Dewan komisaris bertempat tinggal di provinsi lain tetapi berbatasan dengan 
lokasi kantor Pusat BPR

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan 
Komisaris yang paling sedikit memuat:
a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan
b. pengaturan rapat Dewan Komisaris

Pada saat ini Dewan Komisaris BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Dewan Komisaris BPR tidak merangkap jabatan dan sudah sesuai dengan 
ketentuan OJK.

Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan 
kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait hubungan 
keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham sesuai dengan 
ketentuan OJK

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali 
atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Komisaris Independen tidak ada hubungan 
keuangan,kepengurusan,kepemilikan saham atau hubungan keluarga 
dengan Dewan Komisaris lain atau Direksi dan Pemegang saham.

Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki 
kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan 
dan telah diangkat melalui RUPS. Sehingga dapat mengimplementasikan 
kompetensi yang dimiliki pada BPR.

Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi untuk 
direksi dan dewan komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik 
dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan 
wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan 
RUPS

Dewan Komisaris melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenang 
kepada karyawan agar tetap menjaga integritas sesuai dengan perundang-
undangan, angaran dasar, dan keputusan RUPS

Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta 
kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan

Dewan Komisaris selalu mengarahkan, memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko sesuai kebijakan strategis 
BPR

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal 
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
melaksanakan fungsi pengawasan

Dewan Komisaris BPR tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan 
operasional BPR, Kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait 
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan 
yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau 
pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa 
Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen 
hasil tindak lanjut temuan

Dewan komisaris BPR telah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan 
audit intern,audit ektern,hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil 
pengawasan Otoritas lainnya.

Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan 
operasional BPR

Direksi melakukan penjelasan kepada dewan komisaris saat melakukan 
rapat.

Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara 
konsisten

Dewan komisarsi melalakukan dan mengevaluasi secara berkala. 

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara 
optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja

Dewan Komisaris BPR menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab secara optimal dengan menyelenggarakan Rapat 
Dewan komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat 
Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan 
pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terlebih dahulu melakukan musyawarah sesuai dengan 
pedoman dan tata tertib sebelum rapat.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang 
dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi 
dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

Dewan Komisaris BPR tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, 
keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan 
BPR.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil 
pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR telah melakukan pemantauan terhadap laporan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan 
fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut

Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.38.48 WIB trulyaktina@gmail.com 1 dari 2



Form 1003
Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan 
Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi mengajukan RUPS terkait kebijakan 
remunerasi dan nominasi

Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang 
dibentuk oleh Dewan Komisaris

Dewan komisaris melakukan tugas dan evalusi secara berkala atas tugas 
komite yang dibentuk.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi 
untuk setiap anggota direksi dan anggota dewan komisaris

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
kepada pemegang saham melalui RUPS

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada 
pemegang saham.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan 
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris BPR dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik.

Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran Kebijakan remunerasi BPR bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran

Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Dewan komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dalam 
kebijakan yang diambil.

Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, 
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi 
stakeholders

Dewan komisaris menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif Dewan Komisaris melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan agar tetap menjaga integritas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif Dewan Komisaris dapat meningkatan kualitas BPR dengan kompetisi sertifikasi yang sudah dimiliki.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.38.48 WIB trulyaktina@gmail.com 2 dari 2



Form 1004
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif

Faktor Negatif

B. Proses (P)

Faktor Positif

Faktor Negatif

C. Hasil (H)

Faktor Positif

Faktor Negatif

Nilai Faktor

1Tanggal Cetak 05/02/2026 14.39.12 WIB dari 1Dicetak Oleh trulyaktina@gmail.com



Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk 
pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi

BPR akan mereview kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai 
benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan 
pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan 
kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau 
mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan

Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR tidak 
mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk 
benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan

Semua anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif serta pegawai 
akan menghindari benturan kepentingan didalam BPR.

Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan 
dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik

Dalam hal ini BPR tidak ada Benturan kepentingan yang dapat merugikan 
BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik BPR selalu berusaha untuk tidak melakukan benturan kepentingan agar tidak 
merugikan pihak BPR.

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif BPR memiliki Prosedur agar tidak melakukan benturan kepentingan.

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif BPR tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif Pengurus BPR akan selalu menghindari benturan kepentingan agar tidak merugikan pihak BPR.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.39.34 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 1006
Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan

Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memenuhi 
persyaratan yang berlaku.

BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau 
menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan 
pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja 
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif

BPR telah memiliki ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat 
Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya 
kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai 
perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan upaya untuk 
mendorong terciptanya budaya kepatuhan dengan melalui sosialisasi atau 
pelatihan dengan ketentuan terkini.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh 
ketentuan peraturan perundang-undangan

Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan memastikan seluruh 
ketentuan sesuai dengan peraturan.

Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung 
jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

Pejabat Eksekutif melakukan review pengkinian kebijakan, ketentuan, 
prosedur sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa keuangan dan perundang-
undang yang berlaku.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan BPR telah menerapkan kehati-hatian dan meminimalisir tingkat pelanggaran 
terhadap ketentuan yang berlaku.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi 
kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara 
lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Direksi BPR yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan 
laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan 
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari aturan yang berlaku.

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif BPR telah memiliki prosedur dan ketentuan yang berlaku

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif BPR telah menerapkan kehati-hatian sehingga dapat meminimalisirkan pelanggaran.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.39.50 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai 
permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR telah menujuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap 
dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern pada BPR.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan 
tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan 
Dewan Komisaris

Petugas Audit Intern BPR memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur 
untuk melaksanakan tugas Audit sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris 
BPR.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional Petugas Audit Intern BPR bertanggung jawab dalam pelaksanaan Audit intern 
terhadap bagian Operasional BPR.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur 
Utama

Petugas Audit Intern BPR bertanggung jawab langsung kepada Direktur 
Utama BPR.

BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja 
atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif

BPR menunjuk Petugas Audit Intern untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi 
untuk mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia yang 
melaksanakan fungsi audit intern.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan 
dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat

BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan maupun 
pedoman Audit Intern yang telah disusun dengan aspek dan unsur kegiatan 
BPR kepada masyarakat.

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja 
audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern

Sesuai kebijakan SOP audit direview oleh Direktur yang membawahkan 
fungsi kepatuhan atas persetujuan Direktur Utama dan diketahui oleh Dewan 
Komisaris BPR.

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup 
persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 
di susun oleh BPR.

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait 
dengan penerapan fungsi audit intern

BPR akan meningkat kan mutu keterampilan fungsi Audit intern dengan 
mengikuti sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan 
pengembangan fungsi audit intern.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan Petugas Audit Intern BPR akan menyampaikan laporan pelaksanaan dan 
pokok-pokok hasil audit dan laporan khusus apabila ada penyimpang kepada 
Otoritas Jasa Keuangan.

BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

BPR telah menyampaikan hasil Audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif BPR telah memiliki PE Audit intern dan akan melakukan tugas nya seusai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku.

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif Petugas Audit Intern melakukan audit di BPR sesuai dengan prosedur yang berlaku BPR dan akan dilaporkan sesuai dengan pertauran 
Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif Audit Intern akan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.40.09 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas 
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, 
komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk 
Akuntan Publik) yang memadai

BPR telah menugaskan Audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan 
memenuhi aspek legalitas,perjanjian kerja,ruang lingkup audit,standar 
propesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan 
rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)

BPR menunjuk Akuntan Publik yang terlah terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan 
Komisaris.

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu BPR telah melaporkan hasil audit KAP kepada otoritas jasa keuangan.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan 
yang transparan dan berkualitas

Hasil Audit KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan 
secara tepat waktu.

Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan

Hasil Audit KAP sudah mencakup paling sedikit ruang lingkup audit sesuai 
ketentuan otoritas jasa keuangan.

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif pihak BPR menugaskan pihak Audit KAP untuk memeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif Audit KAP yang dipilih BPR yaitu yang sudah terdaftar pada OJK dan sudah memproleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan 
Komisaris.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif Hasil yang dilakukan oleh Audit KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 1

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.40.25 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 1009
Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem 
Pengendalian Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi 
manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan 
pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR telah menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab dan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur 
manajemen resiko dan penetapan limit resiko.

BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat 
pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis 
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen 
risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan 
pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Satuan Kerja yang dipilih akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai kebijakn prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan
d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program 
anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Direksi bertanggung jawab menyusun, mengevaluasi, melakukan kebijakan 
startegi manajemen risiko secara berkala.

Dewan Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan 
persetujuan Dewan Komisaris; 
d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan
e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program 
anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen 
risiko, mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan pelaksanaan 
kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi dan memutuskan 
permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan 
persetujuan Dewan Komisaris

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko BPR malakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.

BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan 
kebijakan atau prosedur yang diperlukan

Dalam menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan BPR 
didukung dengan kebijakan/prosedur yang diperlukan.

BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan 
kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR telah menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif.

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan BPR menerapkan 
manajemen risiko berlaku.

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data 
dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh

BPR memiliki sistem informasi manajemen yang baik dan memadai.

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai 
manajemen risiko

Direksi mendaftarkan SDM di BPR untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka 
mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik

BPR telah menyusun laporan profil risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang baik.

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Melaporkannya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Jika ada produk yang 
baru.

BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud 
yang berdampak signifikan

BPR melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.40.42 WIB trulyaktina@gmail.com dari 2



Form 1009
Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem 
Pengendalian Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif BPR  telah memiliki prosedur dan melakukan sesuai ketentuan yang berlaku

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif BPR menjalankan tugas dan tanggung jawan sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif BPR telah menyusun dan melaporkan kepada pihak Otoritas Jas Keuangan.

Faktor Negatif harus diisi

Nilai Faktor 2

2Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.40.42 WIB trulyaktina@gmail.com dari 2



Form 1010
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kriteria / Indikator Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk 
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian 
masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pemberian kredit.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan 
peraturan perundang-undangan

BPR mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan apa bila ada penyesuaian 
dengan perundang-undangan yang terbaru.

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-
undangan

Pemberian kredit pihak terkait/ pemberian kredit besar sudah sesuai dengan 
ketentuan otoritas Jasa keuangan tentang BMPK dengan memperhatikan 
prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau 
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR akan menyampaikan laporan apabila pemberian kredit yang melanggar 
atau melampaui BMPK kepada otoritas jasa keuangan.

BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas 
jasa keuangan.

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur pemberian kredit.

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif BPR memberikan kredit sesuai ketentuan OJK dan menrapkan prinsip Kehati-hatian.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif BPR akan mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku di Otoritas Jas Keuangan.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.40.58 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 1011
Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Faktor Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang 
memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang 
lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang sesuai 
ketentuan yang ada di BPR

BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen 
yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas 
proses pengawasan oleh Dewan Komisaris

BPR menggunakan sistem informasi manajemen yang memadai untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengawasan oleh direksi 
dan dewan komisaris.

BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi BPR memiliki kebijakan dan prosedur tersebut.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi informasi

BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko 
dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan 
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan

BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan, informasi 
lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi 
penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan 
akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran 
data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR telah menyusun laporan tahunan mencakup informasi umum,laporan 
keuangan,opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan. serta 
seluruh aspek sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR 
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR telah melakukan transparasi informasi mengenai produk,layanan atau 
penggunaan data nasabah dengan berpedoman sesuai ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan.

BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Otoritas Jasa keuangan.

Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window 
dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak 
sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja

BPR telah menyampaikan laporan sesuai dengan kondisi sebenarnya 
perbankan

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk 
kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip 
pengelolaan perbankan yang sehat

BPR tidak melakukan penyalahgunaan dan pemanfaatan yang tidak sesuai 
dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas 
Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah ditandatangani oleh 
Direktur Utama dengan mencantumkan nama jelas dan lengkap dan tepat 
waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut 
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan BPR tindak 
lanjuti sesuai ketentuan

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif BPR menggunakan Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan yang ada di BPR.

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif BPR telah melakukan transparasi informasi mengenai produk,layanan atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif BPR menerapkan pengelolaan perbankan yang sehat.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.41.51 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 1012
Faktor 12: Rencana Bisnis

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Faktor Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh 
Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR

Direksi BPR telah menyusun Rencana Bisnis dan disetujui oleh Dewan 
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk 
rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi 
keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Direksi BPR menyusun Rencana Bisnis menggambarkan rencana strategis 
jangka panjang,termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang 
signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan 
infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan 
prosedur

Pemegang saham mendukung Rencana Bisnis yang dibuat Direksi. 
Pemegang Saham BPR berkomitmen untuk memperkuat Sumber daya 
manusia, Permodalan,infrastruktur,Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, 
Kebijakan dan Prosedur.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan 
paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;
b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko

BPR Telah menyusun Rencana Bisnis dengan mempertimbangkan Faktor 
Ekstern dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, 
mengacu pada azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian serta 
penerapan manajemen risiko.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
rencana Bisnis.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan

Rencana Bisnis yang di buat oleh BPR telah disampaikan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, 
termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis sesuai 
dengan target yang ditetapkan BPR

Kesimpulan Keterangan

A. Struktur (S)

Faktor Positif RBB yang disusun oleh direksi sudah disetujui oleh Dewan Komisaris

Faktor Negatif Tidak ada

B. Proses (P)

Faktor Positif BPR Telah menyusun Rencana Bisnis dengan mempertimbangkan Faktor Ekstern dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan 
usaha BPR dan telah diawasi oleh Dewan Komisaris.

Faktor Negatif Tidak ada

C. Hasil (H)

Faktor Positif BPR akan menyampaikan RBB yang dibuat dengan ketentuan OJK.

Faktor Negatif Tidak ada

Nilai Faktor 2

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.42.16 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1
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LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT 

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut: 

Nama BPR 

Alamat 

SandiBPR 

Periode Laporan 

PT. BPR MARCORINDO PERDANA 

JI. Dewi Sartika No.11 Ciputat Tangerang Selatan 

600020 

Semester 2 tahun 2025 

Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, secara khusus mengatur mengenai aspek 

penerapan fungsi kepatuhan yaitu laporan tata Kelola periode posisi Juli s/d Desember 

2025. 

Tangerang Selatan, 27 Januari 2026 

ARCOR 
BANK PE.J.t..t\V-...U, 

Direktur Utama 

DICKY OSSA SOERYADI 

Komisaris Utama 



Tabel 2000
Formasi Sumber Daya Manusia

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Jabatan Status Kepegawaian Tingkat Pendidikan Lama Masa Jabatan

DICKY OSSA SOERYADI 210 02 03 0 Tahun 8 Bulan 

ABDUL SALAM CHASLAN 220 04 02 0 Tahun 6 Bulan 

SYAMSURIZAL 110 04 03 1 Tahun 2 Bulan 

SUPARTINI 120 04 03 1 Tahun 2 Bulan 

TRULY AKTINA 450 04 04 8 Tahun 10 Bulan 

ZAINAL ARIFIN 450 04 04 4 Tahun 9 Bulan 

ELGI DIKA SETIAWAN 410 01 03 0 Tahun 7 Bulan 

RIFALDI IHSAN 430 04 03 2 Tahun 9 Bulan 

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.43.13 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 2001
Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Judul Ketentuan Nomor Ketentuan Internal Tanggal Pemberlakuan Keterangan

FEE MEDIATOR PENEMPATAN DANA NO. 310/SK-DIR/OPR/MP/VIII/2025 20-08-2025 FEE MEDIATOR UNTUK KARYAWAN ATAU 
PIHAK LAIN MENDAPATKAN NASABAH 
DEPOSAN

PERGANTIAN BBM, BIAYA PERBAIKAN KENDARAAN 
DLL

NO. 502/SK-DIR/BPRMP/XII/2025 12-12-2025 PERGANTIAN BBM, BIAYA PERBAIKAN 
KENDARAAN, BIAYA LEBUR DLL

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMISARIS NO. 489/BPRMP-TK/XII/2025 04-12-2025 PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA 
DEWAN KOMISARIS

PKPB NO. 383A/SK-DIR/BPRMP/X/2025 01-10-2025 PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 
BANK BPR MARCORINDO PERDANA

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI NO. 488/BPRMP-TK/XII/2025 04-12-2025 PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA 
DIREKSI

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA AUDIT INTERNAL NO. 490/BPRMP-TK/XII/2025 05-12-2025 PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA 
AUDIT INTERNAL

PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH DAN MEDIASI 
PERBANKAN

NO. 511/SOP-DIR/BPRMP/XII/2025 23-12-2025 PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH 
DAN MEDIASI PERBANKAN

PEDOMAN KERJA SISTEM OPERASIONAL DAN 
PROSEDUR TABUNGAN

NO. 377/SOP-TAB/BPRMP/IX/2025 01-10-2025 PEDOMAN KERJA SISTEM OPERASIONAL 
DAN PROSEDUR TABUNGAN

PEDOMAN KERJA, SISTEM DAN PROSEDUR 
KEPATUHAN

NO. 376/SK-DIR/BPRMP/IX/2025 26-09-2025 PEDOMAN KERJA, SISTEM DAN 
PROSEDUR KEPATUHAN

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.43.26 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 2002
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Topik Sosialisasi/Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Pihak Pelaksana Nama Pihak Pelaksana Kategori Peserta Keterangan Peserta Jumlah Peserta Uraian Kegiatan

PELATIHAN LAPORAN REALISASI RBB 11-07-2025 02 ZINSARI 03 TRULY AKTINA 1 PELATIHAN LAPORAN 
REALISASI RBB

MENERAPKAN PELINDUNGAN KONSUMEN 22-07-2025 02 PERBARINDO 03 ELGI DIKA SETIAWAN 
DAN RAFLI MAULANA

2 MENERAPKAN 
PELINDUNGAN 
KONSUMEN 

PELATIHAN APLIKASI TKS DAN TATA KELOLA 28-07-2025 02 SINERGI 03 TRULY AKTINA 1 PELATIHAN APLIKASI 
TKS DAN TATA 
KELOLA

PENGUATAN CYBER SECURITY 06-08-2025 02 PERBARINDO 02 1 PENGUATAN CYBER 
SECURITY

PELATIHAN APU PPT 29-08-2025 02 PERBARINDO 03 ELGI DIKA SETIAWAN, 
RAFLI MAULANA, TRULY 
AKTINA DAN LINA 
BUDIARTI

4 PELATIHAN APU PPT

PELATIHAN MICROFINANCE LEARNING CENTER 02-09-2025 02 MICROFINANCE LEARNING 
CENTER

03 RIFALDI IHSAN 1 PELATIHAN 
MICROFINANCE 
LEARNING CENTER

PELATIHAN HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN 18-09-2025 02 INTERSA CONSULTING 
GROUP

03 ABDI GUNAWAN 1 PELATIHAN HUKUM 
PELINDUNGAN 
KONSUMEN

PELATIHAN CAPACITY BUILDING DAN SOSIALISASI 10-10-2025 01 01 0 PELATIHAN CAPACITY 
BUILDING DAN 
SOSIALISASI

PELATIHAN MENENTUKAN HUKUM DALAM PERPANJIAN KREDIT 15-10-2025 02 INTERSA CONSULTING 
GROUP

03 ABDI GUNAWAN 1 PELATIHAN 
MENENTUKAN HUKUM 
DALAM PERPANJIAN 
KREDIT

PELATIHAN MEMBUAT RBB 2026 06-11-2025 02 PERBARINDO 03 TRULY AKTINA DAN LINA 
BUDIARTI

2 PELATIHAN MEMBUAT 
RBB 2026

PELATIHAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI LELANG 24-11-2025 02 PERBARINDO 03 ZAINAL ARIFIN DAN ANDI 
SOFYAN

2 PELATIHAN 
PENYELESAIAN 
KREDIT BERMASALAH 
MELALUI LELANG

PELATIHAN SAKEP 28-11-2025 02 SINERGI 03 TRULY AKTINA,LINA 
BUDIARTI DAN RAFLI 
MAULANA

3 PELATIHAN SAKEP

PELATIHAN KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER BPR 17-12-2025 02 MICROFINANCE LEARNING 
CENTER

03 ANDIRAN KRESNA BAYU 1 PELATIHAN 
KETAHANAN DAN 
KEAMANAN SIBER 
BPR

SOSIALISASI RBB 2026 DAN PENCAPAIAN KERJA 2025 30-12-2025 01 01 0 SOSIALISASI RBB 2026 
DAN PENCAPAIAN 
KERJA 2025

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.43.59 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 2003
Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan 
Fungsi Kepatuhan

Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan 
dan Fungsi Kepatuhan Keterangan

0 0 0

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.44.45 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 2004
Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Peraturan yang Dilanggar Tanggal Temuan Uraian Penyimpangan Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan

0 31-12-2025 0 0 01

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.46.04 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 2005
Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Uraian Komitmen Pihak Pemberi Komitmen Pelaksanaan Komitmen Pihak Pelaksana Komitmen Status Pelaksanaan Komitmen

0 0 0 0 01

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.46.22 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1









Form 3000
Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Ruang Lingkup Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit

Teller,Cash Opname,Pemeriksaan jurnal transaksi kas besar,Pemeriksaan 
voucher transaksi kas besar,Pemeriksaan penginputan transaksi teller 
kedalam system

02-06-2025 31-12-2025

Customer Service,Pemeriksaan kelengkapan form data 
nasabah,Pemeriksaan APU PPT,Pemeriksaan kelengkapan dokumen 
kredit,Pemeriksaan persyatatan permintaan SLIK,Pemeriksaan Asuransi

02-06-2025 31-12-2025

Admin Kredit,Pemeriksaan Proposal kredit 25 Nasabah 
Terbesar,Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen kredit,Pemeriksaan 
perjanjian kredit Pemeriksaan asuransi kredit,Pemeriksaan data nasabah 
kredit,Pemeriksaan Jaminan

02-06-2025 31-12-2025

Finance,Pemeriksaan kelengkapan persyaratan asuransi 
debitur,Pemeriksaan form pembukaan kas untuk pengeluaran 
bank,Pemeriksaan cek giro,Stock opname bilyet deposito,Stock opname 
buku Tabungan

02-06-2025 31-12-2025

Accoounting,Pemeriksaan penginputan jurnal transaksi ke dalam sistem 
core banking,Pemeriksaan laporan keuangan,Memastikan kebenaran akun 
pada buku besar sesuai dengan laporan keuangan,Pemeriksaan rekening 
koran,Pemeriksaan aktiva tetap dan inventaris

02-06-2025 31-12-2025

Account Officer,Pemeriksaan proposal kredit,Kunjungan on the spot ke 
nasabah

02-06-2025 31-12-2025

Funding,Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pembukaan 
deposito,Pemeriksaan deposito dengan ketentuan tertentu,Memastikan 
bilyet deposito asli sudah diterima oleh nasabah

02-06-2025 31-12-2025

Collection,Memastikan penagihan nasabah Kurang Lancar,Diragukan dan 
Macet berjalan sesuai dengan SOP,Memeriksa Surat Peringatan 
SP1,SP2,SP3

02-06-2025 31-12-2025

IT,Pemeriksaan perjanjian kerjasama dengan vendor core 
banking,Pemeriksaan pusat data dan pusat pemulihan 
bencana,Pemeriksaan file backup,Pemeriksaan autentifikasi data user id 
dan password pengguna core banking,Pemeriksaan fungsi dan otorisasi 
penggunaan core banking

02-06-2025 31-12-2025

Admin Kredit,Pemeriksaan Laporan APUPPT,Pemeriksaan Laporan 
Pengaduan Nasabah,Pemeriksaan Laporan TI,Pemeriksaan Laporan 
Manajemen Risiko,Pemeriksaan Permintaan SLIK

02-05-2025 31-12-2025

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.47.08 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 3001
Temuan Audit

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Fakta yang Terjadi Tanggal Kejadian Penyebab Penyimpangan Dampak Penyimpangan

0 31-12-2025 0 0

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.47.21 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 3002
Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kesimpulan Audit Pernyataan Auditor

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti kas besar, ditemukan kekurangan pada tanda tangan kolom disetujui. 
Auditee telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melengkapi dokumen.

Pemeriksaan telah dilakukan secara objektif dan sudah dilakukan perbaikan 
pada temuan auditor. Pada kolom disetujui 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permasalahan berupa kesalahan pengetikan pada dokumen perjanjian kredit telah 
ditindaklanjuti oleh auditee dan saat ini dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan telah di lakukan dan sudah di perbaiki pada Perjanjian kredit 
pada kolom pengesahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kesalahan pengetikan pada Lembar Opini Review Kepatuhan dalam Perjanjian 
Kredit telah ditindaklanjuti oleh auditee dan saat ini dokumen telah sesuai

Dengan telah dilaksanakannya perbaikan atas temuan Review Opini 
kepatuhan tersebut, maka permasalahan dinyatakan telah diselesaikan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan, ketidaksesuaian pencantuman Nomor Polis pada Register 
Asuransi telah ditindaklanjuti oleh auditee dan saat ini telah sesuai dengan dokumen pendukung.

Dengan telah dilaksanakannya perbaikan atas temuan tersebut, maka 
permasalahan dinyatakan telah diselesaikan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana pendukung 
keamanan berupa CCTV di kantor pusat, khususnya pada ruang rapat karyawan, telah berjalan secara optimal 
setelah dilakukan perbaikan koneksi jaringan internet.

Auditor menyatakan bahwa auditee telah merealisasikan komitmen perbaikan 
sesuai dengan rekomendasi audit, sehingga fungsi pengawasan terhadap 
keamanan dan kenyamanan karyawan dapat berjalan dengan baik.
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1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.47.39 WIB trulyaktina@gmail.com dari 3



Form 3002
Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kesimpulan Audit Pernyataan Auditor
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2Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.47.39 WIB trulyaktina@gmail.com dari 3



Form 3002
Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Kesimpulan Audit Pernyataan Auditor

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Form 3003
Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi 
Auditee

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Penyimpangan Usulan Langkah Perbaikan Tindak Lanjut/Komitmen Auditee Uraian Komitmen Auditee Batas Waktu Penyelesaian Tindak 
Lanjut/Komitmen

Terdapat kekurangan  tanda tangan pada kolom "di setujui" 
pada bukti kas besar sejumlah Rp.100.000,- untuk 
keperluan biaya kebersihan bulan april 2025 pada tanggal 
17 September 2025 (PT002723)

Memastikan Setiap bukti kas besar dilengkapi 
dengan tanda tangan pihak yang berwenang pada 
kolom yang tersedia

Auditee setuju dengan temuan audit dan 
berkomitmen untuk melengkapi tanda tangan pada 
kolom yang kosong

Auditee akan melengkapi tanda tangan 
dan melakukan penertiban administrasi 
bukti kas,dan melakukan sosialisasi 
kepada petugas terkait pentingnya 
kelengkapan otorisasi

30-09-2025

Pada pemeriksaan Perjanjian kredit atas nama Devi 
Nurviati No.PK 4005603/PK/BPRMP/KC/VII/2025 Plafond 
Rp. 150.000.000 Masih terdapat kesalahan pengetikan 
pada Lembar pengesahan tanda tangan Debitur

Melakukan perbaikan/redaksional pada lembar 
pengesahan tanda tangan debitur agar sesuai 
dengan identitas debitur yang sebenarnya 

Auditee setuju dengan temuan audit dan akan 
melakukan perbaikan

Auditee akan melakukan pembetulan pada 
lembar pengesahan tanda tangan debitur 
dengan mencantumkan keterangan 
peminjam/istri yang benar serta melakukan 
pengecekan ulang sebelum dokumen 
ditandatangani dan diarsipkan

31-07-2025

Pada pemeriksaan Perjanjian kredit atas nama IIN No.PK 
4005611/PK/BPRMP/KC/VIII/2025 Plafond Rp.50.000.000 
Masih terdapat kesalahan pengetikan pada Lembar Opini 
Review Kepatuhan,serta pengetikan yang tidak rapi karena 
spasi tidak sesuai dengan kolom yang tersedia.

Melakukan perbaikan atas kesalahan pengetikan 
pada Lembar Opini Review Kepatuhan serta 
meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dan 
pemeriksaan dokumen kredit sebelum 
ditandatangani

Auditee setuju dengan temuan audit dan akan 
melakukan perbaikan pada lembar opini review

Auditee akan melakukan pembetulan pada 
Lembar Opini Review Kepatuhan sesuai 
dengan data dan ketentuan yang berlaku 
serta memastikan dokumen telah ditelaah 
secara cermat sebelum digunakan dan 
diarsipkan

30-08-2025

Pada pemeriksaan Register Asuransi, ditemukan 
ketidaksesuaian pencantuman Nomor Polis dengan 
dokumen pendukung

Melakukan perbaikan data Nomor Polis pada 
Register Asuransi agar sesuai dengan dokumen 
pendukung serta meningkatkan ketelitian dalam 
pencatatan data asuransi

Auditee berkomitmen untuk melakukan koreksi atas 
ketidaksesuaian pencantuman Nomor Polis dan 
melakukan pengecekan ulang terhadap data 
asuransi

Auditee akan menyesuaikan pencantuman 
Nomor Polis pada Register Asuransi 
berdasarkan polis asuransi dan/atau 
dokumen pendukung lainnya serta 
memastikan proses verifikasi dilakukan 
sebelum data diinput dan diarsipkan

31-12-2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa CCTV di 
kantor pusat yang terpasang pada ruang rapat karyawan 
mengalami gangguan koneksi jaringan internet, yang 
ditandai dengan tampilan gambar sering terputus dan tidak 
dapat dipantau secara real time, sehingga fungsi 
pengawasan terhadap keamanan dan kenyamanan 
karyawan belum dapat berjalan secara optimal.

Melakukan perbaikan atau penggantian CCTV yang 
tidak berfungsi pada ruang rapat karyawan agar 
fungsi pengawasan keamanan dan kenyamanan 
karyawan dapat berjalan secara optimal

Auditee berkomitmen untuk melakukan evaluasi 
dan perbaikan jaringan internet yang terhubung 
dengan CCTV ruang rapat karyawan

Auditee akan berkoordinasi dengan 
penyedia layanan internet dan unit terkait 
untuk memastikan kestabilan jaringan, 
serta melakukan pengujian fungsi CCTV 
secara berkala agar dapat dipantau secara 
real time

31-12-2025

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh05/02/2026 14.48.04 WIB trulyaktina@gmail.com dari 1



Form 3004
Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

Posisi Laporan                                    Desember 2025

: 

: 

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Realisasi Komitmen Auditee Hasil Pemantauan Komitmen Status Realisasi Komitmen Auditee

Auditee telah melengkapi tanda tangan pada kolom disetujui atas bukti kas 
besar Rp.100.000 untuk biaya keperluan kebersihan

Berdasarkan hasil pemantauan,seluruh bukti kas besar yang di periksa 
telah dilengkapi dengan tanda tangan petugas yang berwenang

01

Auditee telah melakukan perbaikan pada lembar pengesahan tanda tangan 
debitur dengan mencantumkan keterangan peminjam/istri sesuai identitas 
debitur yang sebenarnya

Berdasarkan hasil pemantauan,perbaikan dokumen telah dilakukan dan 
kesesuaian data pada perjanjian kredit telah terpenuhi

01

Auditee telah melakukan perbaikan atas kesalahan pengetikan pada 
Lembar Opini Review Kepatuhan sesuai dengan data yang benar

Berdasarkan hasil pemantauan,perbaikan dokumen telah dilaksanakan 
dan Lembar Opini Review Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan

01

Auditee telah melakukan penyesuaian pencantuman Nomor Polis pada 
Register Asuransi sesuai dengan dokumen pendukung.

Berdasarkan hasil pemantauan,data Nomor Polis pada Register 
Asuransi telah sesuai dengan dokumen pendukung dan tidak 
ditemukan ketidaksesuaian lebih lanjut

01

Auditee telah melakukan perbaikan jaringan internet yang menghubungkan 
ke CCTV pada ruang rapat karyawan sehingga CCTV sudah berfungsi 
kembali dengan baik

Berdasarkan hasil pemantauan,CCTV pada ruang rapat karyawan 
sudah berfungsi normal dan pengawasan terkait keamanan serta 
kenyamanan karyawan sudah dapat berjalan secara optimal

01
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DOKUMEN PENDUKUNG 

LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT 

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT 

Nama BPR 

Alamat 

SandiBPR 

Periode Laporan 

PT. BPR MARCORINDO PERDANA 

JI. Dewi Sartika No.11 Ciputat Tangerang Selatan 

600020 

Semester 2 tahun 2025 

Dokumen yang dilampirkan: 

1. Surat Tugas

2. -

Tangerang Selatan, 27 Januari 2026 

Direktur Utama 

DICKY OSSA SOERYADI 

Komisaris Utama 





Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Marcorindo Perdana

User ID Petugas Pelaporan

trulyaktina@gmail.com

Periode Data

S2 2025

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-29 17:12:17

Nomor Referensi

1034116-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-600020-
29012026171217

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah 
Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Tanggal Cetak Dicetak Oleh30/01/2026 08:48:37 WIB trulyaktina@gmail.com 1 dari 1

Tanda Bukti Kirim
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
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